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Abstrak 

Sengketa lahan merupakan persoalan hukum yang kerap terjadi dalam praktik 

pertanahan, khususnya antara korporasi dan masyarakat lokal. Salah satu kasusnya 

adalah sengketa antara PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk dan masyarakat 

Desa Cecar, Kabupaten Lahat, terkait klaim kepemilikan atas lahan seluas ±6,5 

hektar. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan 

hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), 

serta akibat dan upaya hukum yang dapat ditempuh pascaputusan tersebut. Metode 

penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-

undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan 

analisis (analitical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan NO 

dijatuhkan karena gugatan penggugat dianggap obscuur libel atau kabur dalam 

menjelaskan objek sengketa secara jelas dan rinci, sehingga gugatan tidak 

memenuhi syarat formil. Putusan ini sesuai dengan UUPA yang mensyaratkan 

sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah. Akibat hukumnya, gugatan 

tidak dapat dilanjutkan. Upaya hukum yang dalam dilakukan Penggugat adalah 

dengan mengajukan gugatan baru setelah memperbaiki cacat formil atau 

mengajukan permohonan banding. 

Kata Kunci: Niet Ontvankelijke Verklaard; Putusan; Sengketa Lahan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Secara teoretis dan alami, bahwa keberadaan manusia akan tumbuh dan 

berkembang sejalan dengan perkembangan keturunannya secara kuantitatif 

berada di muka bumi.1 Perkembangan dan pertambahan tersebut membawa 

konsekuensi logis tuntutan kebutuhan manusia akan tanah sebagai tempat 

tinggalnya. Namun, di sisi lain keadaan tanah statis tidak bertambah, bahkan 

dimungkinkan terjadi pengurangan karena proses alam. Kondisi kebutuhan dan 

tersedianya tanah yang tidak seimbang ini terus berlanjut dan akan 

menimbulkan masalah-masalah dalam penggunaan tanah, antara lain:2 

1. Berkurangnya luas tanah pertanian subur menjadi tanah permukiman, 

industri dan keperluan non pertanian lainnya; 

2. Terjadinya pembenturan kepentingan berbagai sektor pembangunan 

seperti antara kehutanan dan transmigrasi, pertambangan dengan 

perkebunan, dan sebagainya; 

3. Menurunnya kualitas lingkungan pemukiman akibat banjir serta 

kekurangan air bersih, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya;

 
1 Hartanto, J. Andy, 2014, Hukum Pertanahan: Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum 

Terdaftar Hak Atas Tanahnya, Surabaya: Laksbang Justitia, hlm. 1-2. 
2 Ibid. hlm. 1-2. 
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4. Meluasnya tanah kritis akibat penggunaan tanah yang tidak sesuai 

dengan potensinya, terjadinya erosi, banjir, dan sedimentasi; dan 

5. Penggunaan tanah untuk berbagi kegiatan akan menghasilkan limbah 

yang dapat menimbulkan pencemaran air dan udara. 

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya 

merupakan para petani. Negara agraris adalah negara yang salah satu atau 

bahkan sumber perekonomian utamanya berasa dari pertanian ataupun 

perkebunan. Indonesia sektor pertanian nasional merupakan sektor yang 

mendapat perhatian karena merupakan penunjang perekonomian nasional.3 

Sektor pertanian adalah kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya hayati 

yang kemudian hasil dari sumber daya hayati tersebut dapat dimanfaaatkan 

sebagai bahan pangan, bahan industri, hingga sebagai bahan energi. 

Pemanfaatan sumber daya hayati ini dilakukan dengan budi daya bercocok 

tanam.4 

Dalam menunjang kegiatan pertanian dan perkebunan, tentu 

membutuhkan lahan untuk melakukan aktivitas pertanian dan perkebunan 

tersebut. Sehingga, penggunaan lahan tidak lepas dari kaitannya dengan sektor 

pertanian dan perkebunan dimana dalam hal ini lahan digunakan sebagai media 

dalam melakukan aktivitas yang berkaitan. Menurut Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 

 
3 Triana Rejekiningsih. 2016. “Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum 

(Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia”, Yustisia, Vol. 5 No. 2, 

hlm. 99. 
4 Amir, H., 2011, Sektor Pertanian: Perlu Upaya Akselerasi Pertumbuhan’, Fiskal 

Departemen Keuangan, hlm. 138–155. 
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dijelaskan bahwa lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai 

suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang 

mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan 

hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.  

Sebagaimana didefinisikan oleh Sarjita, konflik tanah adalah: "Sengketa 

yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan oleh para 

pihak dalam penggunaan dan penguasaan hak atas tanah mereka, yang 

diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan."5 

Pada perkembangannya, lahan dianggap sebagai aspek yang penting dalam 

sektor ini, sehingga sering kali dijumpai perselisihan atau konflik akbat lahan 

itu sendiri. Konflik lahan menjadi salah satu tantangan besar dalam sektor 

perkebunan dan pertanian di Indonesia, dimana dalam beberapa situasi dan 

kondisi seringkali dijumpai perselisihan antar pemilik lahan.6 Salah satu 

kondisi yang marak dijumpai ialah perselisihan yang timbul diantara warga 

lokal tempat lahan tersebut berada dengan pemilik perusahaan pertaian atau 

perkebunan yang menggunakan lahan sebagai media untuk melakukan 

aktivitas produksi.  Kasus sengketa lahan antara PT. PP London Sumatera 

Indonesia Tbk (PT. PP Lonsum) dan masyarakat Desa Cecar, Kecamatan 

Kikim Timur, Kabupaten Lahat adalah contoh signifikan dari permasalahan ini 

yang telah mengarah pada proses hukum di Pengadilan Negeri Kota Lahat.  

 
5 Sarjita, 2005, Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Yogyakarta: 

Tugujogja Pustaka, hlm 8. 
6 Jamiat Akadol , Tamrin Muchsin , Sri Sudono Saliro. 2020. “Kegagalan Mediasi: Sengketa 

Pertanahan di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sambas”, 

Wawasan Yuridika, Vol. 4 No. 2., hlm. 180. 
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PT. PP Lonsum yang dikenal sebagai salah satu perusahaan perkebunan 

kelapa sawit terbesar di Indonesia, telah lama mengelola lahan luas untuk 

produksi kelapa sawit. Perusahaan ini memiliki peran penting dalam industri 

perkebunan nasional, tetapi ekspansi lahan yang dilakukan sering kali 

menimbulkan dampak bagi masyarakat lokal. Di sisi lain, Desa Cecar di 

Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, merupakan komunitas yang secara 

tradisional bergantung pada lahan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Salah 

satu masyarakat desa mengklaim bahwa tanah yang kini dikuasai oleh PT. PP 

Lonsum adalah tanah adat atau tanah yang secara historis ia miliki dan kelola. 

Dengan mempertimbangkan kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, 

mediasi masih dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian melalui 

kesepakatan damai. Kesepakatan tersebut dapat mengatur pembagian hak atas 

tanah secara adil sesuai dengan persetujuan para pihak. Dengan demikian, 

sengketa hak atas tanah berpotensi untuk diselesaikan secara efektif tanpa perlu 

melibatkan pihak ketiga. Akan tetapi, apabila kedua belah pihak tidak dapat 

menyepakati cara penyelesaian sengketa yang terbaik, penyelesaian sengketa 

tersebut seringkali dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Pendekatan yang 

digunakan oleh para pihak biasanya melalui prosedur pengadilan perdata, yaitu 

hakim yang akan memeriksa sengketa tanah yang dimaksud apabila tidak 

ditemukan titik temu untuk menyelesaikan sengketa hak milik tersebut. 

Gugatan hukum merupakan sengketa yang melibatkan klaim atas hak yang 
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dimaksud, dan biasanya diajukan di lembaga peradilan yang dikenal dengan 

nama pengadilan.7 

Munculnya sengketa ini karena tidak adanya kesepakatan antara PT. PP 

Lonsum dan masyarakat Desa Cecar mengenai kepemilikan dan penggunaan 

lahan. Masyarakat setempat menganggap bahwa tanah yang dikelola oleh 

perusahaan tidak sah dikuasai oleh perusahaan tersebut. Sehingga, mereka 

mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan kembali hak atas tanah yang 

mereka klaim. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan sengketa ini melalui 

jalur mediasi atau negosiasi mendorong masyarakat untuk membawa kasus ini 

ke pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri Kota Lahat Nomor 

19/Pdt.G/2020/PN.Lht. menjadi momen penting dalam kasus ini, di mana 

pengadilan harus memutuskan berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan 

oleh kedua belah pihak.  

Akan tetapi, dalam praktiknya, tidak semua sengketa dapat diselesaikan 

dengan putusan yang mengadili pokok perkara. Dalam kasus ini, Pengadilan 

Negeri Kota Lahat memutuskan bahwa gugatan masyarakat Desa Cecar tidak 

dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Putusan NO ini berarti 

bahwa pengadilan tidak memeriksa atau memutuskan pokok sengketa, 

melainkan menemukan adanya cacat formil dalam gugatan yang diajukan. 

Sehingga perselisihan antara PT. PP Lonsum dan masyarakat Desa Cecar 

terkait kepemilikan sebidang tanah belum menemukan titik akhir. 

 
7 Mutalib Saranani, A. 2022. “Tinjauan Hukum tentang Pembuktian Sertifikat dalam 

Penyelesaian Sengketa Tanah”, SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, 

Budaya, Teknologi, dan Pendidikan, Vol. 1 No. 3, hlm. 173–184. 



6 
 
 

 

 

Berdasarkan penjelasan kasus di atas secara kronologis maka dalam 

penelitian ini akan membahas konteks penegakan hukum dan penyelesaian 

sengketa lahan di Indonesia, terutama dengan merujuk kasus sengketa lahan di 

sektor perkebunan kelapa sawit. Sehingga, peneliti mengambil judul 

penelitiaan “Upaya Hukum Penggugat terhadap Putusan Niet 

Ontvankelijke Verklaard (NO) dalam Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa 

Sawit antara Pt. Pp London Sumatera Indonesia Tbk dan Masyarakat Di 

Desa Cecar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat.” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam 

memutuskan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dalam perkara  

putusan Nomor: 19/Pdt.G/2020/PN.Lht.? 

2. Apa akibat dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat 

terhadap putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dalam perkara  

putusan Nomor: 19/Pdt.G/2020/PN.Lht.? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hukum yang 

digunakan oleh hakim dalam memutuskan Niet Ontvankelijke 

Verklaard (NO) perkara dalam putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Lht. 

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat dan upaya hukum yang 

dapat dilakukan oleh Penggugat terhadap putusan Niet Ontvankelijke 

Verklaard (NO) dalam perkara  putusan Nomor: 

19/Pdt.G/2020/PN.Lht. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang telah saya buat diharapkan akan memberikan manfaat 

dari segi teoritis maupun praktis, dan saya akan memberikan penjelasan 

beberapa manfaat tersebut sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dapat memberikan memperkaya literatur yang ada 

mengenai sengketa lahan. Hasil dari penelitian dapat menguji dan 

mengembangkan teori-teori penyelesaian sengketa, serta memberikan 

wawasan baru terkait efektivitas mekanisme hukum yang ada. 

2. Manfaat Praktis 

Terdapat dua manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam 

penelitian ini ialah sebagai berikut : 

a. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat membantu peneliti memahami 

aspek hukum terkait sengketa lahan, khususnya dalam konteks 

kelapa sawit, dan bagaimana hukum diterapkan dalam kasus 

nyata. Dengan fokus pada putusan PN Lahat, peneliti juga dapat 

menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan pengadilan serta implikasinya bagi pihak-pihak yang 

terlibat. 

b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi 

pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa lahan, baik perusahaan 

maupun masyarakat, bagaimana langkah-langkah yang dapat 



8 
 
 

 

 

diambil untuk menyelesaikan suatu konflik sengketa lahan. Serta 

dari analisis kasus yang saya buat di penelitian ini dapat 

diharpakan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat 

tentang hak dan kewajban mereka terkait lahan, serta proses 

hukum yang berlaku.  

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian yang peneliti buat dengan judul “Analisis 

Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dalam Sengketa Lahan 

Perkebunan Kelapa Sawit antara PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk dan 

Masyarakat Di Desa Cecar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat”, 

dengan batasan penelitian pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

untuk mengetahui alasan diberikannya putusan yang bersifat NO. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Pertimbangan Hakim 

Tahapan yang dikenal dengan istilah pertimbangan hakim adalah saat 

para hakim dalam majelis menilai informasi yang terungkap selama proses 

persidangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu faktor yang 

sangat krusial dalam menentukan terwujud atau tidaknya suatu putusan 

yang mengandung manfaat bagi para pihak yang berkepentingan serta 
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terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.8 Oleh karena itu, 

pertimbangan hakim harus dilakukan dengan baik, saksama, dan penuh 

pertimbangan. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan 

membatalkan putusan hakim apabila tidak dibuat dengan kehati-hatian, 

pertimbangan yang matang, dan pertimbangan yang matang.9 

Ketika meninjau suatu kasus, hakim juga memerlukan bukti, yang 

temuannya dapat mereka pertimbangkan ketika membuat keputusan. 

Tahap paling krusial dari pemeriksaan persidangan adalah tahap 

pembuktian. Pembuktian berusaha untuk membuktikan kebenaran suatu 

peristiwa atau fakta yang diajukan tanpa keraguan yang wajar untuk 

menghasilkan putusan pengadilan yang akurat dan tidak memihak. Agar 

ada hubungan hukum antara para pihak, hakim tidak dapat memutuskan 

sebelum jelas baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar 

terjadi dan kebenarannya dapat dibuktikan.10 Pada dasarnya, hal-hal 

berikut harus diperhatikan oleh hakim:  

a) Pokok-pokok permasalahan dan pokok-pokok persetujuan atau 

pertentangan yang tidak terbantahkan.  

b) Putusan telah melalui pemeriksaan hukum yang mencakup setiap 

aspek yang berkaitan dengan semua fakta dan bukti yang diajukan 

selama persidangan.  

 
8 Adiasih, N., & Kho, I. 2021. "Analisis Atas Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara 

Perdata." Jurnal Hukum Adigama, Vol 4 No.1, hlm. 356-376. 
9 Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, hlm. 140. 
10 Ibid, hlm. 141. 
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c) Setiap komponen petitum penggugat perlu diperiksa dan diuji secara 

terpisah agar hakim dapat menentukan apakah tuntutan didukung oleh 

bukti dan apakah putusan dapat mendukungnya.11 

2. Teori Penyelesian Sengketa 

Merupakan teori yang menjelaskan berbagai penyelesaian konflik 

dimana terdapat beberapa bentuk dan proses penyelesaian konflik, di 

antaranya adalah menghindari konflik (avoidance), penyelesaian masalah 

secara informal (informal problem solving), negosiasi (negotiation), serta 

adanya pihak ketiga yang memfasilitasi mediasi (mediation)12. Selain itu, 

penyelesaian juga dapat dilakukan melalui pihak lain yang menawarkan 

solusi (executive dispute resolution approach), atau melalui arbitrase 

(arbitration) dengan pihak netral yang dipilih oleh pihak yang 

bersengketa. Penyelesaian konflik juga bisa melibatkan intervensi otoritas 

yang memberikan kepastian hukum (judicial approach) atau penanganan 

oleh pihak yang memiliki kekuatan legal (extra legal approach).13 

3. Teori Sengketa Tanah 

Richard L. Abel mengartikan sengketa (dispute) sebagai pernyataan 

publik tentang tuntutan yang tidak selaras (inconsistent claim) terhadap 

sesuatu yang dianggap bernilai, menciptakan ketidaksepakatan antara 

 
11 Ibid, hlm. 142. 
12 Rahim, M. A. 2022. "Toward a Theory of Managing Organizational Conflict." The 

International Journal of Conflict Management, Vol 13 No.3, hlm. 18. 
13 Novri Susan, 2010, Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontemporer, Jakarta: 

Kencana, hlm. 177-178. 
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pihak-pihak terkait.14 Sengketa batas tanah muncul ketika dua pihak yang 

memiliki hak atas tanah yang bersebelahan mengalami perbedaan 

penafsiran terkait luas dan batas tanah. Konflik ini sering disebabkan oleh 

beberapa faktor, seperti ketidakjelasan dalam dokumen legal, terutama 

sertifikat hak tanah, yang mungkin tidak mencantumkan batas tanah 

dengan jelas. Selain itu, batas fisik di lapangan, seperti patok atau penanda 

lainnya sering kali tidak dipelihara atau hilang, sehingga menimbulkan 

kebingungan.15 Ketidaktepatan pengukuran oleh pihak yang berwenang 

atau penggunaan alat ukur yang tidak akurat juga dapat memicu sengketa 

ini. Faktor lainnya meliputi perubahan topografi, seperti erosi atau 

pembangunan, yang mengaburkan batas asli tanah.16 

Sunyoto Usaman dalam Sarjita menjelaskan bahwa sengketa 

pertanahan sering kali terjadi sebagai akibat dari dampak aktivitas industri. 

Sengketa ini berkaitan erat dengan hubungan sosial yang terbentuk antara 

berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, 

pengusaha industri, serta lembaga lain seperti LSM dan organisasi 

keagamaan. Aktivitas pihak-pihak ini berhubungan langsung satu sama 

lain, yang pada akhirnya memengaruhi terjadinya konflik pertanahan.17 

Dalam menyelesaiakan persengketahan ini maka dapat ditempuh 

salah satau metode penyelesaian dengan litigasi. Litigasi adalah proses 

 
14 Salim HS, 2010, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 81 
15 Yuliastuti, E., Sholahuddin, H., & Liarasari, L. D. 2022. "Penyelesaian  Sengketa Batas 

Tanah Melalui Mediasi." Yustitiabelen, Vol. 8 No. 2, hlm. 86-96. 
16 Sarjita, Op. Cit., hlm. 23. 
17 Ibid, hlm.17. 
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penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana pihak-pihak yang terlibat 

saling berhadapan untuk mempertahankan hak masing-masing di hadapan 

hakim. Penyelesaian sengketa melalui litigasi berakhir dengan putusan 

yang menghasilkan solusi menang-kalah (win-lose solution).18 Teori ini 

digunakan untuk menganalisis sengketa yang terjadi antara perusahaan 

perkebunan, dalam hal ini PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk dengan 

masyarakat sekitar kebun terkait dengan kepemilikan dan penguasaan 

lahan. 

 

G. Metode Penelitian 

Berikut ini merupakan metode penelitian yang akan digunakan dalam 

penelitian ini: 

1. Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian 

normatif atau metode kepustakaan dimana peneliti akan mengumpulkan 

bahan dan data penelitian melalui sumber bacaan kepustakaan. Sehingga, 

dalam penelitian ini peneliti akan berpedoman pada Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata (KUHPer), Undang-undang terkait, Putusan Pengadilan 

Lahat Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Lht dan sumber kepustakaan lainnya. 19 

 

 

 
18 Nurnaningsih Amriani, 2012, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, 

Jakarta: Grafindo Persada,  hlm. 16. 
19 Bachtiar, 2018, Metode Penelitian Hukum, Tangerang: UNPAM Press, hlm. 68. 
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2. Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua pendekatan penelitian, 

yakni sebagai berikut: 

a) Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach) 

Merupakan Pendekatan undang-undang dilakukan melalui proses 

penelaahan dan analisis menyeluruh terhadap seluruh undang-undang dan 

peraturan yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji.20 

b) Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap 

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini 

bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum 

yang dilakukan dalam praktik hukum.21 Dalam hal ini ialah kasus sengketa 

lahan perkebunan kelapa sawit antara PT. PP London Sumatera Indonesia 

Tbk dan masyarakat di Desa Cecar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten 

Lahat. 

c)    Pendekatan Analisis (Analitical Approach) 

Pendekatan analisis terhadap bahan hukum bertujuan untuk 

memahami makna konseptual dari istilah-istilah yang digunakan dalam 

peraturan perundang-undangan, serta memahami penerapannya dalam 

praktik dan dalam putusan-putusan hukum. Dalam hal ini ialah putusan 

Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Lht mengenai kasus sengketa lahan perkebunan 

 
20 Nur Solikin, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan: Qiara Media, hlm. 

58. 
21 Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, hlm. 

57-58. 
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kelapa sawit antara PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk dan 

masyarakat di Desa Cecar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini akan menggunakaan tiga jenis bahan dan sumber 

hukum diantaranya ialah sebagai berikut : 

a) Bahan Hukum Primer  

Merupakan bahan hukum yang diambil langsung dari sumber 

utamanya atau tanpa melalui pengolahan naskah atau tulisan baik data dan 

lain sebagainya yang bersifat modifikasi, sehingga bahan tersebut asli dan 

sifatnya autoriatif. 22 Bahan hukum primer yang digunakan penulis, yaitu: 

1) Herziene Inlandsch Reglement; 

2) Reglement of de Rechtsvordering; 

3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria; 

4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 

Desa; 

5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan; 

6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah; dan  

7) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan 

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

 
22 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Penad Media Group, 

hlm. 141. 
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b) Bahan Hukum Sekunder 

Merupakan bahan yang diambil untuk memberikan penjelasan terkait 

bahan primer sehingga tidak terjadinya permasalahan penafsiran. Sebagai 

contoh ialah karya tulis ilmiah, artikel, jurnal, dan lain sebagainya.23 

c) Bahan Hukum Tersier 

Merupakan bahan hukum yang dapat digunakan sebagai penambah 

informasi yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer dan 

sekunder. Dalam hal ini bahan hukumnya dapat berupa Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa inggris, dan kamus bahasa 

lainnya yang dianggap perlu untuk menunjang penelitian ini.24 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan ini dilakukan melalui langkah-langkah yang bersifat 

kepustakaan, sebagaimana halnya dengan metode penelitian normatif yang 

digunakan dalam memperoleh berbagai sumber hukum. Proses ini melibatkan 

pengumpulan literatur, dokumen, dan sumber hukum tertulis lainnya yang 

relevan dengan permasalahan yang dikaji. Sumber-sumber tersebut dapat 

berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks hukum, 

artikel ilmiah, maupun karya akademik lainnya. Melalui metode ini, peneliti 

 
23 Ibid., hlm.32. 
24 Muhaimin, Op. cit., hlm. 58. 
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dapat melakukan analisis yang mendalam terhadap materi hukum yang sudah 

ada untuk kemudian diterapkan dalam konteks penelitian yang dilakukan.25 

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

Berdasarkan metode penelitian normatif atau kepustakaan, pengumpulan 

data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis. Data yang diperoleh 

kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Analisis 

ini tidak menggunakan data statistik, melainkan menitikberatkan pada 

pemahaman mendalam terhadap konsep hukum, aturan, dan teori yang 

relevan.26 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode 

penyimpulan secara induktif, yakni dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal 

yang bersifat khusus berdasarkan data dan informasi spesifik yang telah 

diperoleh dari penelitian di lapangan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat 

umum.27   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Ibid., hlm.64.  
26 Soerjono Soekanto & Sri Madmuji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat,  Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.13. 

 27 Muhaimin, Op. cit., hlm. 71. 
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